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Notaris Perbaiki Permohonan dalam Uji Ketentuan Peninjauan Kembali

Jakarta, 8 Maret 2023 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan dalam
uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), Rabu (8/3) pukul 13.30 WIB.
Permohonan diregistrasi MK dengan nomor Perkara 20/PUU-XXI1/2023 dan diajukan oleh Hartono, seorang
notaris yang berdomisili di Bali. Pemohon mempersoalkan norma sebagai berikut:
e Pasal 30C huruf h UU 11/2021

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan

Pasal 30B Kejaksaan:

h. mengajukan peninjauan kembali

Adapun Pemohon juga mempersoalkan penjelasan pasal a quo.

Dalam permohonan, Pemohon secara tegas menyampaikan bahwa tindakan Jaksa/Penuntut Umum yang
mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan PK Pemohon sangat merugikan hak konstitusional
Pemohon. Diketahui bahwa Pemohon menjadi terdakwa dalam perkara pidana dan diputus bersalah oleh
Pengadilan Negeri Gianyar pada November 2019 dalam tindak pidana “turut serta melakukan pemalsuan
surat”. Kemudian, Pemohon mengajukan Banding yang menghasilkan putusan Pengadilan Tinggi
Denpasar pada Januari 2019 dengan amar putusan Pemohon tidak terbukti secara sah melakukan tindak
pidana yang didakwakan.

Selanjutnya, Jaksa/Penuntut Umum mengupayakan Kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) dan
menghasilkan putusan pada Juni 2020 lalu dengan amar putusan menyatakan Pemohon telah terbukti
secara sah bersalah. Adapun pada September 2021, atas PK yang dimohonkan Pemohon, Pemohon
dinyatakan tidak terbukti bersalah. Namun demikian, terdapat PK yang dimohonkan oleh Jaksa/Penuntut
Umum pada Desember 2022 sehingga Pemohon memandang hal tersebut menjadikan ketidakpastian
hukum dalam perkara yang dialami Pemohon.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang digelar MK pada Kamis (23/2) lalu, Hakim Konstitusi Arief
Hidayat meminta Pemohon memberikan perbandingan dengan negara lain mengenai peran jaksa dalam
mewakili kepentingan negara dan korban. Sementara itu, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta
Pemohon membangun argumentasi hukum. Sebelumnya, Wahiduddin Adams menyampaikan bahwa
Pemohon perlu menambah data-data pendukung mengenai kerugian yang dialami orang lain oleh karena
PK guna membangun kedudukan hukumnya. Adapun Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul
menegaskan hal yang sama dimana kedudukan hukum Pemohon perlu dijelaskan dengan lebih mendalam
dalam perbaikan permohonan. (RA/SP)
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